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Penilaian 
1 Mahasiswa Mampu 1. Suprastruktur Dan Pengantar 1. Ceramah 1. Test 



Menjelaskan Istilah Dan 
Pengertian Lembaga 
Negara, Fungsi Lembaga 
Negara  

Infrastruktur Politik 
2. Istilah Dan Pengertian 

Lembaga Negara 
3. Fungsi Lembaga Negara 

 2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 

 

2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

2 Mahasiswa Mampu 
Menjelaskan Klasifikasi 
Lembaga Negara 

Klasifikasi Lembaga Negara Pengantar 1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

3 Mahasiswa Mampu 
Menjelaskan Lembaga 
Negara Dalam Konstitusi 
Yang Berlaku Di Indonesia 

1. UUD 1945  
2. Konstitusi Ris 1949 
3. UUDS 1950 
4. UUD 1945 Setelah 

Perubahan 

Lembaga Negara Dalam 
Konstitusi Yang Berlaku Di 
Indonesia 
 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

4-5 Mahasiswa Mampu 
Menjelaskan Lembaga 
Legislatif 

Dewan Perwakilan Rakyat 
1. Sejarah, Perkembangan 

Pengaturan 
2. Proses Pengisian 
3. Kedudukan, Tugas, 

Wewenang Dan Fungsi 

Lembaga Legislatif 
 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

6 Mahasiswa Mampu 
Menjelaskan Lembaga 
Legislatif 

Dewan Perwakilan Daerah 
1. Sejarah, Perkembangan 

Pengaturan 
2. Proses Pengisian 
3. Kedudukan, Tugas, 

Wewenang Dan Fungsi 
 
Majelis Permusyawaratan 
Rakyat 
1. Sejarah, Perkembangan 

Pengaturan 
2. Proses Pengisian 
3. Kedudukan, Tugas, 

Wewenang Dan Fungsi 

Lembaga Legislatif 
 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

7 Mahasiswa Mampu 
Menjelaskan Lembaga 
Legislatif 

Hubungan DPR, DPD Dan 
MPR 

Lembaga Legislatif 
 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

8 Ujian Tengah Semester 
9 Mahasiswa Mampu 

Menjelaskan Lembaga 
Eksekutif Yaitu Presiden 
Dan Wapres 

Presiden dan Wakil Presiden 
1. Sejarah, Perkembangan 

Pengaturan  
2. Tata Cara Proses 

Pengisian  
3. Kedudukan, Tugas, 

Wewenang Presiden 
Dan Wakil Presiden  

4. Pemberhentian  Jabatan 

Lembaga Eksekutif 
 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 



Presiden Dan Wakil 
Presiden 

10 Mahasiswa Mampu 
Menjelaskan Lembaga 
Eksekutif Yaitu 
Kementerian Negara Dan 
Dewan Penasehat 

1. Kementerian Negara 
2. Dewan Penasehat 
 
 

Lembaga Eksekutif 
 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

11 Mahasiswa Mampu 
Menjelaskan Lembaga 
Yudikatif 

Mahkamah Agung 
1. Sejarah, Perkembangan 

Pengaturan 
2. Proses Pengisian Hakim 

Agung 
3.  Kedudukan, Tugas, 

Wewenang  

Lembaga Yudikatif 
 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

12-13 Mahasiswa Mampu 
Menjelaskan Lembaga 
Yudikatif  

Mahkamah Konstitusi 
1. Sejarah, Perkembangan 

Pengaturan 
2. Proses Pengisian Hakim 

Konstitusi 
3.  Kedudukan, Tugas, 

Wewenang  
 
Komisi Yudisial 
1. Sejarah, Perkembangan 

Pengaturan 
2. Proses Pengisian 

Anggota KY 
3. Kedudukan, Tugas, 

Wewenang  KY 

Lembaga Yudikatif 
 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

14 Mahasiswa Mampu 
Menjelaskan Lembaga 
Negara Pembantu 
( Auxiliary Body) 

1.  BPK 
2.  KPK 
3.  Bank Indonesia 

Lembaga Negara Lain 
 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

15 Mahasiswa Mampu 
Menjelaskan Lembaga 
Negara Pembantu  
( Auxiliary Body) 

1.  KPU 
2.  Komnas HAM 

Lembaga Negara Lain 
 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
 

1. Test 
2. Uraian 
3. Membuat Resume 
4. Membuat Makalah 

16 Ujian Akhir Semester 
 



HUKUM TENTANG LEMBAGA-

LEMBAGA NEGARA 

HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H 



1. Suprastruktur Dan Infrastruktur Politik 

◦ hafizsutrisno©2020 

A. Suprastruktur Politik 

Suprastruktur politik adalah ‘mesin politik’ yang keberadaannya resmi di 
dalam suatu negara.  

Suprastruktur politik ini merupakan penggerak politik yang bersifat formal. 
Dalam artian lain, suprastruktur politik adalah gambaran pemerintah 
secara luas yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan negara.  

Lembaga-lembaga ini memiliki tugas dan peranan yang semuanya diatur 
oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan terkait landasan 
hukum suprastruktur politik. 



◦ hafizsutrisno©2020 

B. Infrastruktur Politik 

infrastruktur politik merupakan kelompok-kelompok politik yang ada di 
masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik 
negara.  

Kelompok-kelompok ini terbentuk dengan sendirinya dan berperan 
menjadi pelaku politik non formal yang juga memiliki pengaruh dalam 
pembentukan kebijakan negara.  

Infrastruktur politik ini tidak diatur secara resmi oleh konstitusi ataupun 
perundang-undangan negara, baik tugas dan perannya dalam 
pemerintahan. 



◦ hafizsutrisno©2020 

Komponen Suprastruktur Politik  

1. Lembaga eksekutif, yaitu pelaksana undang-undang atau kebijakan 
yang ditetapkan oleh negara. 

2. Lembaga legislatif, yaitu pembuat undang-undang. Contohnya, Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

3. Lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang bertugas mengadili para 
pelanggar undang-undang. Contoh suprastruktur politik lembaga 
yudikatif adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi 
Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. 

Komponen Infrastruktur Politik  

1. Partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh kelompok 
warga negara Indonesia secara sukarela. Partai politik ini bisa 
terbentuk berdasarkan kesamaan kehendak dan cita-cita serta 
kepentingan. 

Komponen Suprastruktur & Infrastruktur Politik 
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2. Interest Group, yaitu kelompok yang memiliki kepentingan dalam 
kebijakan politik negara. Kelompok ini biasanya bersedia menghimpun 
dan mengeluarkan dana serta tenaga untuk melaksanakan kegiatan 
politik yang biasanya ada di luar tugas partai. Kelompok ini bisa berupa 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh, dan lain-lain. 
 

3. Pressure Group, yaitu kelompok yang memiliki tujuan untuk 
mengupayakan dan memperjuangkan keputusan politik berupa 
undang-undang atau kebijakan publik, terutama untuk mendorong 
agar peraturan dan kebijakan yang dibuat sesuai dengan keinginan 
kelompoknya. Mereka tidak segan untuk melakukan demonstrasi, 
bahkan aksi mogok untuk bisa mencapai tujuannya. 
 

4. Media Komunikasi Politik, yaitu alat komunikasi politik untuk 
menyampaikan segala informasi dan pendapat politik secara tidak 
langsung kepada masyarakat. Komponen ini diharapkan akan bisa 
mengolah, mengedarkan, hingga mencari dan menggiring aspirasi 
masyarakat. Media komunikasi politik bisa berupa media cetak 
maupun media elektronik. 
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Peran Suprastruktur Politik  

 

Suprastruktur politik berperan sebagai pelaksana, pembuat dan 
pengevaluasi segara kebijakan dan peraturan pemerintah.  
 

Peran Infrastruktur Politik  

 

Peran dan fungsi infrastruktur politik adalah untuk memberi tuntutan dan 
aspirasi untuk bisa terus memperbaiki peraturan dan kebijakan yang ada 
agar lebih baik dan mendukung kepentingan rakyat. 
 

Peran Suprastruktur & Infrastruktur Politik 
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Tujuan Suprastruktur Politik  

1. Pembagian Kekuasaan : adanya pembagian kekuasaan ini artinya 
dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi tidak boleh 
terpaku pada satu kekuasaan saja.  

2. Mempermudah Pengorganisasian Negara : hal ini dikarenakan dengan 
adanya lembaga-lembaga negara dengan tugas masing-masing, maka 
ada pembagian tugas pula dalam mengorganisasi negara tersebut. 
Tidak hanya itu, pembagian wilayah seperti wilayah pusat dan daerah 
yang dipimpin oleh pemimpin tersendiri juga mempermudah 
pengorganisasian negara. 

3. Aspirasi Tersalurkan : suprastruktur politik ada agar bisa lebih 
memperhatikan aspirasi rakyat serta mendekatkan negara dengan 
masyarakatnya.  

4. Mencapai Tujuan Pembangunan : pada akhirnya suprastruktur politik 
memiliki tujuan untuk mencapai pembangunan nasional. Tujuan 
pembangunan nasional ini tertuang dalam pokok pikiran pembukaan 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea keempat. 

Tujuan Suprastruktur & Infrastruktur Politik 
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Tujuan Infrastruktur Politik  

1. Memberi Pendidikan Politik : infrastruktur politik menginginkan 
pengetahuan politik rakyat semakin meningkat.  
 

2. Mempertemukan Beragam Kepentingan : ada begitu banyak 
kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini, infrastruktur politik 
bertujuan untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan yang 
senada agar lebih mudah untuk tersalurkan menjadi sebuah tindakan 
nyata. 
 

3. Menyalurkan Aspirasi Rakyat : tidak semua orang bisa berpartisipasi 
langsung dalam kegiatan politik serta menyampaikan aspirasinya. 
Infrastruktur politik juga bertujuan untuk mempermudah menyalurkan 
aspirasi rakyat ke pihak-pihak pemerintah yang terkait. 
 

4. Menyeleksi Kepemimpinan : hal ini bisa tercapai melalui pemilihan 
umum yang umum ada di dalam negara demokrasi. 
 

5. Komunikasi Politik : tujuannya agar rakyat mengetahui apa yang 
sedang dilakukan oleh pemerintah serta isu politik apa yang tengah 
dihadapi oleh negara. 



2. Istilah & Pengertian Lembaga Negara 

◦ hafizsutrisno©2020 

 

Lembaga Negara adalah lembaga pemerintahan atau "Civilizated 
Organization" di mana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, 
dan untuk negara di mana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. 
Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugas 
masing-masing antara lain. 
 

Tugas Lembaga Negara 

 

1. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif,  aman, dan harmonis. 
2. Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya. 
3. Menjadi sumber insipirator dan aspirator rakyat. 
4. Memberantas tindak pidana korupsi,  kolusi,  maupun nepotisme. 
5. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara. 
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Contoh Lembaga Negara  

 

1. PBB Perserikatan bangsa-bangsa terdiri dari banyak negara di seluruh 
dunia dan berfungsi menjaga kestabilan politik, ekonomi, pangan, dan 
keamanan di seluruh dunia. 
 

2. NATO Terdiri dari negara-negara maju yakni gabungan antara negara-
negara eropa seperti Italia, Prancis, Inggris dan Jerman dengan 
Amerika Serikat bertugas menjaga keamanan dan meningkatkan 
hubungan kerja sama regional antar Amerika-Eropa. Dalam 
kenyataannya lebih bertugas menjaga keamanan di seluruh dunia atau 
bisa disebut juga "polisi dunia". 
 

3. ASEAN Association of South East Asia Nation adalah badan/lembaga 
negara-negara yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara 
yang bertugas menjaga dan meningkatkan hubungan dan 
keharmonisan baik di bidang politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. 
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A. Lembaga Tinggi Negara Lapis Pertama  

1. Presiden dan Wakil Presiden; 
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 
5. Mahkamah Konstitusi (MK); 
6. Mahkamah Agung (MA); dan 
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Lembaga Negara Berdasarkan Hierarkhi 

B. Lembaga Negara Lapis Kedua (UUD 45)  

1. Menteri Negara 
2. Tentara Nasional Indonesia 
3. Kepolisian Negara 
4. Komisi Yudisial 
5. Komisi Pemilihan Umum 
6. Bank Sentral 
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C. Lembaga Negara Lapis Kedua (UU)  

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
2. Komisi Pemberantasan Korupsi 
3. Komisi Penyiaran Indonesia 
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
5. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
6. Konsil Kedokteran Indonesia 

D. Lembaga Negara Lapis Ketiga 

1. Pemerintahan Daerah Provinsi; 
2. Gubemur; 
3. DPRD Provinsi; 
4. Pemerintahan Daerah Kabupaten; 
5. Bupati; 
6. DPRD Kabupaten; 
7. Pemerintahan Daerah Kota; 
8. Walikota; dan 
9. DPRD Kota. 



3. Fungsi Lembaga Negara 

◦ hafizsutrisno©2020 

1. Membantu pemerintahan dalam mewujudkan tujuan untuk 
membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi 
negara maju serta untuk membangun kesejahteraan pada masyarakat 
dalam memberi fasilitas kepada masyarakat serta untuk mencapai 
berbagai tujuan lainnya yang dimiliki pemerintahan. 
 

2. Membantu pemerintahan dalam mewujudkan tujuan bersama memiliki 
fungsi serta tugas-tugas yang telah tercantum dalam undang-undang 
dasar 1945 yang wajib di laksanakan dengan penuh tanggung jawab 
serta sepenuhnya mengabdi serta membangun Negara Kesatuan 
Republik Indonesia menjadi negara maju. 
 

3. Menjalankan fungsi administrasi negara dimana lembaga negara hanya 
menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat 
ketatanegaraan,  Lembaga negara yang melaksanakan fungsi ini disebut 
sebagai lembaga administratif dengan di berikan tugas yang khusus 
untuk menjalankan fungsi administrasi di lingkup pemerintahan. 



KLASIFIKASI  

LEMBAGA NEGARA 

HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H 
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1. LEMBAGA LEGISLATIF merupakan lembaga yang memegang kekuasaan 
negara untuk membentuk dan mengubah undang-undang. Lembaga ini 
terdiri atas:  DPR, MPR, dan DPD. 

Klasifikasi Lembaga Negara (Trias Politica) 

A. DPR 

Fungsinya: 
1. Mengawasi roda pemerintah. 
2. Mengadakan dan mengesahkan undang-undang. 
3. Mengesahkan anggaran belanja negara.  

B. DPD 

Fungsinya: 
1. Mengajukan Rancangan Undang-Undang) kepada DPR. 
2. Ikut serta dalam membahas rencaan Undang-Undang. 
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RUU. 



◦ hafizsutrisno©2020 

C. MPR 

Fungsinya: 
1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 
2. Melantik presiden dan wakilnya. 
3. Memberhentikan presiden dan wakilnya. 

2. LEMBAGA YUDIKATIF merupakan merupakan yang memegang 
kekuasaan bidang kehakiman. Lembaga ini terdiri atas:  MA, MK, KY. 

A. MA 

Merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam 
penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga 
agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI 
diterapkan secara adil, tepat dan benar. 
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B. MK 

Fungsinya: 
1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh 

UUD. 
3. Membubarkan partai politik. 

C. KY 

Merupakan lembaga yang mengawasi para hakim dalam memutus perkara. 

3.  LEMBAGA EKSEKUTIF merupakan Lembaga dipimpin oleh presiden dan 
wakil presiden. Presiden dan wakil presiden juga dibantu menteri-
menterinya. Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara. Lembaga ini merupakan lembaga 
yang mempunyai wewenang yang begitu luas dibanding lembaga 
negara legislatif dan yudikatif. Lembaga Eksekutif merupakan Lembaga 
yang mengendalikan dan melaksanakan pembangunan sesuai UU. 



Lembaga Negara Dalam Konstitusi 

Yang Berlaku Di Indonesia 

HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H 



 
1. Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 
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a. Sebelum Amandemen UUD 1945 

DPR 

PRESIDEN 

MA 

BPK 

DPA 

MPR 



MPR 

Sebelum amandemen, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) merupakan 
lembaga tertinggi negara yang diberikan kekuasaan tak terbatas.  

Pada saat itu MPR memiliki wewenang untuk : 
1. Membuat putusan yang tidak dapat ditentang oleh lembaga negara lain, 

termasuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang 
pelaksanaaanya dimandatkan kepada Presiden. 

2. Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. 
3. Meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden mengenai 

pelaksanaan GBHN. 
4. Memberhentikan presiden bila yang bersangkutan melanggar GBHN 
5. Mengubah Undang-Undang Dasar. 
6. Menetapkan pimpinan majelis yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. 
7. Memberikan keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah 

anggota MPR. 
8. Menetapkan peraturan tata tertib Majelis. 
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DPR 

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah lembaga perwakilan rakyat yang 
tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Anggota DPR adalah Anggota Partai 
Politik peserta pemilu yang dipilih oleh rakyat. DPR tidak bertanggung jawab 
terhadap Presiden. 

Sebelum diadakannya amandemen, tugas dan wewenang DPR adalah: 
1. Mengajukan rancangan undang-undang. 
2. Memberikan persetujuan atas Peraturan Perundang-undangan (Perpu). 
3. Memberikan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). 
4. Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa. 
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PRESIDEN 

Presiden adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk 
menjalankan pemerintahan. Di Indonesia, presiden menjabat sebagai kepala 
negara dan juga kepala pemerintahan. Sebelum amandemen dilakukan 
Presiden diangkat oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. Selain itu 
sebelum amandemen juga tidak dijelaskan adanya aturan mengenai batasan 
periode jabatan seorang presiden dan mekanisme yang jelas mengenai 
pemberhentian presiden dalam masa jabat. Selain itu pada masa sebelum 
amandemen, Presiden memiliki hak prerogatif yang besar. 

Adapun wewenang Presiden antara lain: 
1. Memegang posisi dominan sebagai mandatori MPR. 
2. Memegang kekuasaan eksekutif, kuasaan legislatif dan yudikatif. 
3. Mengangkat dan memberhentikan anggota BPK. 
4. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dalam 

situasi yang memaksa. 
5. Menetapkan Peraturan Pemerintah. 
6. Mengangkat dan memberhentikan meteri-menteri 
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MA 

Sebelum amandemen Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman 
dilakukan hanya oleh mahkamah agung. Lembaga mahkamah agung bersifat 
mandiri dan tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang 
kekuasaan lainnya.  

Wewenang sebelum amandemen: 
1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi. 
2. Menguji peraturan perundang-undangan. 
3. Mengajukan tiga orang hakim konstitusi. 
4. Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk memberikan grasi 

dan rehabilitasi. 
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BPK 

Sebelum amandemen tidak banyak dijelaskan menenai BPK. BPK bertugas 
untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil dari 
pemeriksaan keuangan tersebut kemudian dilaporkan kepada DPR. 

DPA 

DPA (Dewan Pertimbangan Agung) memiliki kewajiban untuk memberi 
jawaban terhadap pertanyaan Presiden. DPA juga serta berhak untuk 
mengajukan usulan kepada pemerintah. Sama Seperti BPK, UUD 1945 tidak 
banyak menjelaskan tentang DPA. 
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b. Setelah Amandemen UUD 1945 

DPR 

PRESIDEN 

DPD 

BPK 

DPA 

MPR 

MA 

MK 

KY 
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MPR 

Setelah amandemen, MPR adalah lembaga tinggi negara yang memiliki 
kedudukan sejajar dengan lembaga tinggi lainnya. MPR juga kehilangan i 
wewenang untuk memilih presiden dan wakilnya. Selain itu diatur juga 
mengenai sistem keanggotaan MPR yaitu: 
1. MPR terdiri atas Anggota DPR dan DPD. 
2. Anggota MPR memiliki masa jabat selama 5 tahun. 
3. Mengucapkan sumpah atau janji sebelum menjalankan amanat sebagai 

anggota MPR. 

Tugas dan Wewenang MPR setelah amandemen: 
1. Amandemen dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 
2. Melantik Presiden dan wakil Presiden yang dipilih lewat Pemilu. 
3. Memutuskan usulan yang diajukan DPR berdasarkan keputusan MK 

dalam hal pemberhentian presiden atau wakilnya. 
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MPR diharuskan untuk bersidang paling tidak sekali dalam 5 tahun. Sidang 
MPR dinyatakan sah apabila: 
1. Untuk memberhentikan Presiden, harus didapat suara setidak dua 

pertiga dengan minimum kehadiran anggota dalam sidang sebanyak tiga 
perempat dari total jumlah anggota MPR. 

2. Dalam mengamandemen dan menetapkan UUD, suara yang dicapai 
harus dua pertiga dari total suara MPR. 

3. Selain sidang-sidang diatas, sekurang-kurangnya mendapatkan suara 
50%+1 dari jumlah anggota MPR. 

SAMBUNGAN 
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DPR 

Pasca dilakukannya perubahan terhadap UUD, DPR semakin diperkuat 
keberadaannya. Kini DPR memiliki wewenang untuk membuat Undang-
undang. Wewenang ini sebelum amandemen dimiliki oleh Presiden. 

 
Tugas, wewenang dan fungsi DPR setelah Amandemen: 
1. Membentuk undang-undang bersama dengan presiden agar dicapai 

persetujuan bersama. 
2. Membahas dan memberikan persetujuan atas peraturan pemerintan 

pengganti undang-undang. 
3. Menerima dan membahas usulan RUU dari DPD mengenai bidang 

tertentu. 
4. Menetapkan APBN bersama dengan Presiden dengan memperhatikan 

pertimbangan DPD. 
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN serta kebijakan 

pemerintah. 
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Hak-hak DPR: 
1. Hak Interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada 

pemerintah. 
2. Hak angket, merupakan hak untuk menyelidiki pelaksanaan UU dan 

kebijakan yang dibuat pemerintah. 
3. Hak imunitas, yaitu hak kekebalan hukum. Anggota DPR tidak bisa 

dituntut karena pernyataan atau pertanyaan yang dikemukakan dalam 
rapat DPR selama hal tersebut tidak melanggar kode etik. 

4. Hak menyatakan pendapat, DPR berhak untuk berpendapat mengenai: 
a. Pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi. 
b. Dugaan bahwa Presiden atau wakil persiden melakukan pelanggaran 

hukum. 
c. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang kejadian luar biasa 

baik di dalam maupun luar negeri. 

SAMBUNGAN 
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PRESIDEN 

Setelah amandemen, kini rakyat dapat secara langsung memilih presidennya 
lewat pemilihan umum. Presiden juga tidak perlu lagi bertanggung jawab 
kepada MPR karena posisi antara MPR dan Presiden kini sama tinggi. 

 
Wewenang Presiden yang berubah setelah amandemen antara lain: 
1. Hakim agung dipilih oleh presiden berdasarkan pengajuan KY dan 

disetujui oleh DPR. 
2. Anggota BPK tidak lagi diangkat oleh Presiden, kini presiden hanya 

meresmikan anggota BPK, yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan 
pertimbangan DPD. 
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Wewenang yang dimiliki oleh presiden setelah Amandemen diantaranya: 
1. Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD. 
2. Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU. 
3. Melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan RUU bersama DPR. 
4. Mengesahkan RUU menjadi UU. 
5. Menetapkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang dalam 

sutuasi yang memaksa. 
6. Menetapkan peraturan pemerintah. 
7. Mengangkat dan memberhentikan meteri-menteri. 
8. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan 

persetujuan DPR. 
9. Mengangkat duta dan konsul. 
10. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan 

pertimbangan DPR. 
11. Memberi grasi dan rehabilitasi berdasarkan pertimbangan MA. 
12. Memberi amnesti dan abolisi berdasar pertimbangan DPR. 
13. Menetapkan hakim agung yang dicalonkan KY dan disetujui DPR. 
14. Menetapkan hakim konstitusi yang calonnya diajukan oleh DPR dan MA. 
15. Mengangkat dan memberhentikan KY dengan persetujuan DPR. 

SAMBUNGAN 
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DPD 

DPD (Dewan Perwakilan Daerah) merupakan lembaga yang dibentuk setelah 
amandemen. DPD merupakan langkah untuk mengakomodir kepentingan 
daerah di tingkat nasional.  

Tugas dan wewenang DPD: 
1. Mengajukan RUU pada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah. 
2. Memberi pertimbangan tentang RUU perpajakan, pendidikan dan 

keagamaan. 

BPK 

BPK merupakan lembaga tinggi Negara yang memiliki wewenang untuk 
mengawas serta memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara, temuan BPK dilaporkan kepada DPR dan DPD, kemudian ditindak 
oleh penegak hukum. BPK berkantor di ibukota negara dan memiliki 
perwakilan di setiap provinsi. DPR memilih anggota BPK dengan 
pertimbangan DPD. Barulah setelah itu Anggota baru diresmikan oleh 
Presiden. 



MA 

MA merupakan lembaga negara yang memiliki kuasa untuk 
menyelenggarakan peradilan bersama-sama dengan MK. MA membawahi 
badan peradilan dalam wilayah Peradilan Umum, Peradilan militer, Peradilan 
Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).  

 
Kewajiban dan wewenang MA: 
1. Memiliki fungsi yang berhubungan dengan kuasa kehakiman. Fugsi ini 

diatur dalam UU. 
2. Berwenang mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-

undangan di bawah Undang-Undang. 
3. Mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. 
4. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan 

rehabilitasi. 
5. Mengajukan anggota Hakim Konstitusi sebanyak 3 orang. 
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MK 

Keberadaan MK dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi. 
Bersama dengan MA, MK menjadi lembaga tinggi negara yang memegang 
kuasa kehakiman. Anggota Hakim Konstitusi ditetapkan oleh Presiden, 
sedang calonnya diusulkan oleh MA, DPR dan pemerintah.  

 
MK Mempunyai kewenangan: 
1. Menguji UU terhadap UUD. 
2. Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara. 
3. Memutuskan pembubaran partai politik. 
4. Memutuskan sengketa yang berhubungan dengann hasil pemilu. 
5. Memberikan putusan tentang dugaan pelanggaran oleh presiden atau 

wakilnya. 
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KY 

Komisi Yudisial berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama 
calon Hakim Agung. KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. 
Anggota Komisi Yudisial terdiri atas 7 orang yaitu, dua orang mantan hakim, 
dua orang akademisi hukum, dua orang praktisi hukum, dan satu dari 
anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama 
masa 5 (lima) tahun. 

 
Wewenang dan tanggung jawa KY: 
1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc MA. 
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim. 
3. Dengan MA, bersama menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku 

Hakim (KEPPH). 
4. Menegakkan KEPPH. 
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2. Lembaga Negara Berdasarkan Konst. RIS 

MENTRI 

SENAT 

DPR 

MA 

DPK 

PRESIDEN 
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PRESIDEN 

 
1. Presiden ialah kepala Negara yang tidak dapat diganggu gugat.  
2. Presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah. 
3. Presiden berkedudukan di tempat kedudukan pemerintah.  
4. Jika Presiden berhalangan, maka beliau memerintahkan perdana menteri 

menjalankan pekerjan jabatan sehari-hari. 
5. Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi 

RIS adalah sistem parlementer Artinya presiden tidak dapat dimintai 
pertanggung jawaban atas tugas-tugas pemerintahan, karena presiden 
adalah kepala negara, bukan kepala pemerintahan. 

6. Di dalam sistem parlementer pada konstitusi RIS, Kepala Negara tidak 
merupakan pimpinan yang nyata daripada pemerintahan Negara atau 
Kabinet.  

7. Yang memikul segala pertanggungjawaban adalah kabinet, atau 
Pemerintah; termasuk Kepala Negara, artinya segala akibat perbuatanya 
atau tindakannya itu dipikul oleh kabinet. 
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MENTRI 

1. Menurut pasal 73 Konstitusi RIS, yang dapat diangkat menjadi menteri 
ialah orang yang telah berusia 25 tahun dan bukan orang yang tidak 
diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang 
yang telah dicabut haknya untuk dipilih. 

2. Kabinet atau dewan Menteri mempunyai tugas eksekutif, yaitu 
menjalankan pemerintahan.  

3. Menteri ini bertanggung jawab atas kebijaksanaannya, terutama dalam 
lapangan pemerintahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

4. Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR), artinya kalau 
pertanggungan jawab Kabinet itu tidak dapat diterima baik oleh DPR 
(pertanggungan jawab politis), maka DPR dapat menyatakan tidak 
percaya (mosi tidak percaya) terhadap kebijaksanaan kkabinet; dan 
sebagai akibat dari pertanggungan jawab politis tadi, Kabinet harus 
mengundurkan diri Tetapi jika ada keragu-raguan dari pihak Kabinet yang 
menganggap bahwa DPR tidak lagi bersifat representatif. 

5. Kabinet mempunyai kekuasaan untuk membubarkan DPR yang tidak 
representatif itu 
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SENAT 

PENJELASAN TENTANG SENAT: 
 
1. Di dalam konstitusi RIS dikenal adanya Senat.  
2. Senat tersebut mewakili Negara-negara bagian. 
3. Setiap negara bagian mempunyai dua anggota dalam Senat.  
4. Setiap anggota Senat mengeluarkan satu suara.  
5. Keanggotaan Senat RIS berjumlah 32 orang, yaitu masing-masing dua 

anggota dari tiap negara/negara bagian.  
6. Secara keseluruhan, cara kerja Senat RIS diatur dalam Tata Tertib Senat 

RIS.  
7. Senat RIS diketuai oleh M A Pellaupessy, sedangkan Wakil Ketua SenatRIS 

adalah Mr Teuku Hasan. 

Senat adalah suatu badan perwakilan negara bagian, yang anggota-
anggotanya ditunjuk oleh masing-masing pemerintah negara bagian masing-
masing. 
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DPR 

PENJELASAN TENTANG DPR-RIS: 
 
1. DPR-RIS berwenang mengontrol pemerintah, dengan catatan presiden 

tidak dapat diganggu gugat, tetapi para menteri bertanggung jawab 
kepada DPR atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama 
untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri. 

2. DPR-RIS juga memiliki hak menanya dan menyelidik.  
3. Dalam masa kerjanya selama enam bulan, DPR-RIS berhasil mengesahkan 

tujuh undang-undang. 
4. Ketua Dewan Perwakilan rakyat saat itu adalah Mr Sartono, dengan Wakil 

Ketua I Mr M Tambunan dan Wakil Ketua II Arudji Kartawinata. 

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan yang masing-
masing mewakili seluruh rakyat Indonesia dan terdiri dari 150 anggota (pasal 
98 Konstitusi RIS) dan yang mewakili daerah-daerah bagian (pasal 80 ayat (1) 
konstitusi RIS). 
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MA 

1. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Agung diangkat oleh 
Presiden setelah mendengarkan Senat.  

2. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup. 
3. Diberhentikan apabila mencapai usia tertentu dan dapat diberhentikan 

oleh Presiden atas permintaan sendiri. 

DPK 

1. Organ dari Dewan Pengawas Keuangan dapat dipecat atau diberhentikan 
menurut cara dan dalam hal ditentukan dengan undang-undang federal. 

2. Dapat juga diberhentikan oleh Presiden atas permintaannya. 
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3. Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945 

Yudikatif Eksaminatif Eksekutif Legislatif 

MA 

MK 

KY 

PRESIDEN 

WAPRES 

MPR 

DPD 

DPR 

BPK 

MENTERI 
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MPR 

1. MPR adalah majelis (tertinggi) yang merupakan penjelmaan dari seluruh 
rakyat Indonesia. 

2. Kekuasaan kewenangan-kewenangan MPR baru muncul ketika semua 
anggota-anggotanya berkumpul dan bersidang (dalam majelis).  

3. Sidang MPR ini paling sedikit sekali dalam lima tahun.  
4. Anggota MPR terdiri seluruh anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 

dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang dipilih rakyat melalui Pemilu. 
Jumlah anggota DPR menurut ketentuan ada 550 orang. Sedang anggota 
DPD di setiap provinsi ada 4 orang, dan tidak lebih dari 1/2 anggota DPR. 

Tugas/Wewenang MPR: 
 
1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 
2. Melantik presiden dan/wakil presiden. 
3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya 

menurut Undang-Undang Dasar. 
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DPR 

Tugas/Wewenang DPR: 
1. Fungsi legislatif, yakni DPR sebagai pembuat undang-undang bersama 

presiden. 
2. Fungsi anggaran, yakni DPR sebagai pemegang kekuasaan menetapkan 

APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diajukan Presiden. 
3. Fungsi pengawasan, yakni DPR mengawasi jalannya pemerintahannya. 

Hak DPR: 
1. Hak Interpelasi, yakni hak untuk meminta keterangan kepada presiden. 
2. Hak Angket, yakni hak untuk mengadakan penyelidikan atas suatu 

kebijakan pemerintah/presiden. 
3. Hak Inisiatif, yakni hak untuk mengajukan rancangan undang-undang 

kepada pemerintah/presiden. 
4. Hak Amandemen, yakni hak untuk menilai atau mengadakan perubahan 

atas RUU (Rancangan Undang-Undang). 
5. Hak Budget, yakni hak untuk mengajukan RAPBN (Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara). 
6. Hak Petisi, yakni hak untuk mengajukan pertanyaan atas kebijakan 

pemerintah/presiden. 
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Persidangan DPR: 
 
Menurut pasal 19 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen, sidang DPR paling 
sedikit adalah sekali dalam satu tahun. Ex: Presiden melanggar undang-
undang dan mengkhianati negara, maka DPR dapat mengadakan sidang 
sewaktu-waktu. 

PRESIDEN/WAPRES 

1. Masa jabatan Presiden (juga Wakil Presiden) adalah lima tahun, dan 
sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama dalam satu 
masa jabatan saja. 

2. Kedudukan presiden meliputi dua macam, yakni : 
a. Sebagai kepala negara. 
b. Sebagai kepala pemerintahan. 

A. Presiden 
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a. Tugas Sebagai Kepala Negara: 
 

1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, 
dan Angkatan Udara (pasal 10 UUD 1945). 

2. Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan 
negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11 UUD 1945). 

3. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (pasal 12 UUD 1945). 
4. Mengangkat duta dan konsul. 
5. Memberi grasi, amnesti, dan rehabilitasi. 
6. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. 

b.  Tugas Sebagai Kepala Pemerintahan: 
 

1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. 
2. Mengajukan RUU (Rancangan Undang-Undang) kepada DPR. 
3. Menetapkan PP (Peraturan Pemerintah) untuk menjalankan undang-

undang. 
4. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. 
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1. Pengkhianatan terhadap negara. 
2. Melakukan korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat yang lain. 
3. Melakukan perbuatan tercela. 
4. Terbukti tidak lagi mampu melaksanakan tugasnya sebagai 

Presiden/Wakil Presiden. 
Ket :  Sebelum diajukan ke MPR, usulan DPR tentang pemberhentian 

Presiden/Wakil Presiden harus lebih dulu diajukan kepada Mahkamah 
Konstitusi, untuk diperiksa, diadili serta diputuskannya. 

Pemberhentian Presiden 

1. kedudukan Wakil Presiden bukan lembaga yang berdiri sendiri.  
2. Wakil Presiden adalah pembantu Presiden.  
3. Kedudukan Wakil Presiden adalah strategis. karena dalam keadaan-

keadaan tertentu ia dapat menggantikan kedudukan Presiden.  
4. Apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 

melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh 
Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. 

B. Wakil Presiden 
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MENTERI 

1. Menteri-menteri negara adalah pembantu-pembantu Presiden. 
2. Para menteri itu duduk dalam kabinet yang dibentuk oleh Presiden 

dalam segala bidang kenegaraan.  
3. Terdiri dari menteri departemen dan non depertamen, yaitu: 

 
a. Menteri Departemen:  

1.  Menteri dalam negeri. 
2. Menteri Luar Negeri. 
3. Menteri Agama. 
4. Menteri Kesehatan. 

b. Menteri Non Departemen:  
1. Menteri Kepariwisataan 
2. Menteri Lingkungan hidup.  
3. Menteri kesekretariatan negara/kabinet. 
 

4.  Jumlah menteri tergantung hak prerogatif (hak khusus) presiden. 
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DPD 

1. DPD (Dewan Perwakilan Daerah) merupakan lembaga yang baru dalam 
sistem ketatanegaraan RI. Sebelumnya lembaga ini tidak ada. Setelah 
UUD 1945 mengalami amandemen lembaga ini tercantum. 

2. Anggota DPD ada dalam setiap provinsi, dipilih langsung oleh rakyat 
melalui Pemilu. 

3. Anggota DPD ini bukan berasal dari partai politik, melainkan dari 
organisasi-organisasi kemasyarakatan. 

Tugas/Wewenang DPD: 
 

1. Mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam atau sumber 
ekonomi lainnya, juga yang berkaitan dengan perimbangan keuangan 
pusat daerah. 

2. Memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 
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3.  Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mengenai hal-hal di atas 
tadi, serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk 
ditindaklanjuti. DPD ini bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 

BPK 

1. BPK merupakan lembaga pemeriksa keuangan yang bersifat mandiri. 
Artinya dalam menjalankan tugasnya badan ini terlepas dari pengaruh 
pemerintah.  

2. Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan dan bertanggung 
jawab tentang keuangan negara. 

3. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan-
pertimbangan dari DPD.  

4. Hasil kerja dari BPK ini diserahkan kepada DPR, DPD, juga DPRD sesuai 
dengan kewenangannya. 

5. Badan ini berdomisili di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di 
setiap provinsi. Lembaga ini juga dikenal sebagai lembaga eksaminatif. 
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1. Merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman. 
 

2. Keberadaan lembaga ini sebagai pengadilan negara tertinggi dari semua 
lingkungan peradilan. 
 

3. Merupakan lembaga peradilan tingkat terakhir.  
 

4. MA diketuai oleh seorang Hakim Agung dibantu oleh hakim-hakim 
agung.  
 

5. Jumlah Hakim Agung paling banyak 60 orang.  
 

6. Adapun Hakim Agung merupakan pejabat tinggi negara setingkat menteri 
negara yang diangkat oleh Presiden atas usul DPR.  
 

7. Hakim Agung yang diusulkan oleh DPR tersebut berasal dari usulan 
Komisi Yudisial.  

MA 
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1. Merupakan pemegang kekuasaan kehakiman sesudah MA Lembaga 
negara ini termasuk baru.  

2. Lembaga ini mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir serta putusannya bersifat final untuk: 

 
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 
b. Memutus sengketa kewenangan. 
c. Memutus perselisihan hasil Pemilu. 
d. Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan terhadap 

Presiden/Wakil Presiden terhadap UUD. 
 

3. MK memiliki 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Masing-
masing hakim tersebut terdiri atas: 
a.  3 orang diajukan oleh MA. 
b.  3 orang diajukan oleh DPR. 
c. 3 orang diajukan oleh Presiden. 

MK 
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1. Seperti MK, KY (Komisi Yudisial) juga merupakan lembaga negara yang 
termasuk baru.  
 

2. Lembaga ini dibentuk untuk mengawasi perilaku para hakim.  
 

3. Lembaga ini dibentuk untuk mengawasi praktik kotor 
penyelenggaraan/proses peradilan.  
 

4. Lembaga ini juga punya kewenangan mengusulkan calon Hakim Agung. 
 

5. Kedudukan lembaga ini bersifat mandiri, yang keberadaannya dibentuk 
dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.  
 

6. Komisi ini, diharapkan penyelenggaraan peradilan terhindar dari praktik-
praktik kotor. 

KY 
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UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 
 

 

MATA KULIAH : HUKUM TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA 
SEMESTER / SKS : 4 (EMPAT) / 2 SKS 
TAHUN AKADEMIK : 2020/2021 
SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK DAN ANDROID  
FAKULTAS : HUKUM 
WAKTU : 45 MENIT 
DOSEN PENGAMPU : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H. 
DOSEN PENGAJAR : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H. 

Perhatian : 
1. Sebelum mengerjakan soal berdoalah terlebih dahulu 
2. Tulislah Nama dan juga NIM 
3. Kerjakan soal yang dianggap paling mudah terlebih dahulu 
4. Kerjakan soal dengan jujur dan percaya kepada diri sendiri 

 
Soal : 
 
1. Jelaskan apa yang saudara/i ketahui tentang: 

a.  Suprastruktur Politik dan Infrastruktur Politik 

b. Komponen Suprastruktur Politik dan Infrastruktur Politik 

c. Peran Suprastruktur Politik dan Infrastruktur Politik 

d.  Tujuan Suprastruktur Politik dan Infrastruktur Politik 

 

2. Sebutkan 4 lapisan lembaga Negara berdasarkan hierarkhi, serta lembaga negara apa saja yang 

masuk kedalamnya? 

 

3. Buatlah bagan Lembaga Negara berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 sebelum amandemen dan 

sesudah amandemen. Apa perbedaannya? 

 
 
 
 

“SEMOGA BERHASIL” 










